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ABSTRAK  

Mahalnya pengobatan medis merupakan salah satu faktor meningkatnya masyarakat yang berobat ke 

jasa pengobatan tradisional,  khususnya masyarakat menengah kebawah. Berdasarkan hal tersebut di 

atas, peneliti perlu memberikan informasi mengenai perlindungan konsumen jasa pengobatan 

tradisional di Tabib M Luqman, dilihat dari kepemilikan Surat Izin Praktek (SIP) pada pelaku usaha, 

obat-obatan yang diberikan pada konsumen, perlakuan pengobatan yang dilakukan pelaku usaha 

kepada konsumen, serta pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen. Semua informasi 

diberikan agar terpenuhinya hak konsumen atas informasi tentang perlindungan konsumen terhadap 

jasa pengobatan tradisional. Metode penelitian  yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan 

normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data 

yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dan terlibat dalam penelitian ini yaitu Pelaku Usaha, 

Konsumen Jasa Pengobatan Tradisional (Tabib) M. Luqman di Kota Serang dan Dinas Kesehatan Kota 

Serang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil 

penelitian terhadap Jasa Pengobatan Tradisional Tabib M Luqman, pelaksanaan perlindungan 

konsumen atas hak konsumen di jasa pengobatan tradisional Tabib M Luqkman Kota Serang belum 

sepenuhnya dilaksanakan, karena sering kali konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum dan 

keterbukaan terhadap informasi serta akses untuk mendapatkan pertanggungjawaban terhadap jasa 
pengobatan tradisional. Bahwa tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen 

pada umumnya memberikan ganti rugi yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian uang, perawatan 

kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

Kata Kunci  

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Kesehatan Nomor 

36 Tahun 2009  
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PENDAHULUAN  

Perlindungan konsumen belum mengakar dalam diri setiap masyarakat, sehingga berbagai bentuk 

kerugian konsumen dan pelanggaran-pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha tidak 

diproses lebih lanjut dan terabaikan begitu saja. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut 

dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dengan 

konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. 

Teknologi terbaik dibidang kesehatan tidak sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada seluruh masyarakat. Hal ini yang menjadi salah satu alasan masyarakat beralih kepada pelayanan 
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tradisional. Menurut Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas) pada tahun 2004,  sebanyak 72,44% masyarakat Indonesia melakukan pengobatan 

sendiri, dimana 32,87% menggunakan obat tradisional dan 39,57% memilih cara pengobatan tradisional.   

Mahalnya pengobatan medis merupakan salah satu faktor meningkatnya masyarakat yang berobat ke 

jasa pengobatan tradisional,  khususnya masyarakat menengah kebawah. Dengan biaya yang relatif lebih 

murah, pelaku usaha jasa pengobatan tradisional menjanjikan kesembuhan berbagai jenis penyakit 

dalam jangka waktu yang cepat, aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek samping 

dalam berbagai promosi yang ditawarkannya. Hal ini lebih jelas menarik minat masyarakat untuk 

berobat ke jasa pengobatan tradisional. Berdasarkan  data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap jasa pengobatan tradisional makin besar, namun hal ini tidak dibarengi 

dengan pengetahuan hukum yang cukup tentang hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, 

sehingga jika suatu waktu terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen maka tidak ada upaya hukum 

yang dilakukan dan hanya dibiarkan begitu saja. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu 

dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan 

berbagai macam produk barang atau layanan jasa yang di pasarkan kepada konsumen di Kota Serang, 

baik promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dilakukan 

perlindungan terhadap konsumen jasa pengobatan tradisional, karena antara konsumen dan pelaku usaha 

dalam jasa pengobatan tradisional terdapat hubungan hukum yang mengakibatkan adanya hak dan 

kewajiban pada masing-masing pihak dimana dalam hal kewajiban akan menimbulkan tanggung jawab.  

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan 

disebut UUPK) disebutkan, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

mengkonsumsi barang dan jasa. Dikaitkan dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek dibidang 

pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 

berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bagaimanakah mencari penyelesaiannya, maka 

penulis tertarik meneliti bagaimana Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa 

Pengobatan Tradisional (Tabib) di Tinjau Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Tabib M Luqman 

Kota Serang.  

  

TINJAUAN PUSTAKA  

Konsumen dan Pelaku Usaha  

Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau 

consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi 

mana ia berada. Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang yang 

menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang/jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok 

mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer 

sebagai pemakai atau konsumen. Pengertian konsumen menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YLKI) adalah pemakai barang/jasa yang tersedia dalam bermasyarakat bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Pasal 1 butir 2 UndangUndang No.8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan-batasan dengan menyebutkan bahwa 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.  
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Hukum Perlindungan Konsumen  

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPK ditentukan pengertian Perlindungan Konsumen yaitu segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Menurut AZ. Nasution dalam buku Kristiyanti, Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas 

dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain 

berkaitan dengan barang/jasa konsumen di dalam kehidupan bermasyarakat.  

  

Hak Konsumen   

Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Dari keseluruhan hak-hak konsumen terlihat bahwa ada beberapa hak yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan konsumen antara lain sebagai berikut: 1) Hak 

atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa; 2) Hak untuk memilih 

dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3) 

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa; 4) Hak untuk 

didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan; 5) Hak untuk mendapatkan 

advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6) Hak 

untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara 

benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan 

penggantian apabila barang/jasa tidak diterima, tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya; 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.   

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK lebih luas dari pada hak-hak dasar 

konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan 

kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yaitu terdiri atas: 1) Hak memperoleh keamanan; 2) Hak memilih; 

3) Hak mendapat informasi; 4) Hak untuk didengar   

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis 

besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu: 1) Hak yang dimaksud untuk 

mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; 2) Hak 

untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang wajar; 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang 

patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena ketiga hak atau prinsip dasar tersebut 

merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut 

sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan atau merupakan prinsip perlindungan hukum 

bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen 

yang harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak 

konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.  

  

Kewajiban Konsumen   

Mengenai kewajiban konsumen telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, antara lain: 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang/jasa demi keamanan dan keselamatan; 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi 

pembelian barang/jasa; 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 4) Mengikuti 

penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.  
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METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku 

nyata. Data yang diperoleh berupa peraturan-peraturan, literatur-literatur yang ada hubungannya dengan 

perlindungan konsumen, dipadukan dengan pendapat responden, dicari pemecahannya dan kemudian 

dapat ditarik kesimpulannya. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang 

diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan 

teori, asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban 

dari masalah.  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Pengobatan Tradisional di Tabib M Luqman Kota 

Serang   

Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jasa pengobatan tradisional dalam prakteknya sering 

dihadapkan dengan kendala-kendala. Dalam hal pelaksanaan perlindungan konsumen, sering kali 

konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum dan keterbukaan terhadap informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi mengenai jasa pengobatan tradisional. Berdasarkan hal tersebut Tabib M  

Luqman telah melanggar perbuatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) bagian 

(f) Undang- Undang Perlindungan Konsumen “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, 

etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang/jasa tersebut”. Pelaku usaha pengobatan 

tradisional Tabib M Luqman telah memberikan keterangan yang tertera pada brosur yaitu “Dalam waktu 

singkat 5 hari ada perubahan total”, pada kenyataan tersebut membawa dampak negatif pada konsumen 

yang tertarik atas jaminan kesembuhan yang diberikan. Larangan terhadap pelaku usaha tersebut dalam 

UUPK membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan tersebut telah dikualifikasikan sebagai 

perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikenakan sanksi. Bagi pelaku usaha yang terlanjur telah 

membuat keterangan atau iklan yang melanggar ketentuan Pasal 8, pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang/jasa tersebut serta wajib 

menariknya dari peredaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUPK.   

Tanggung jawab pelaku usaha atas konsumen mengenai informasi diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 7 butir (b), yang berbunyi: “Memberikan informasi 

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan barang/jasa Tanggung jawab perdata berdasarkan perbuatan 

melanggar hukum yang diiringi oleh Pasal 1365, Pasal 1366 KUH Perdata Jo Pasal 1367 KUH Perdata 

memberikan penjabaran lebih lanjut yaitu perbuatan melanggar hukum bukan saja disebabkan oleh 

kesalahan melainkan juga karena kelalaian atau ketidak hati-hatian pelaku usaha dalam memberikan jasa 

pengobatan tradisional. Sedangkan apabila dalam suatu proses produksi terhadap produk yang 

dihasilkan ditentukan suatu unsur kesalahan atau kelalaian oleh pelaku usaha maka pelaku usaha 

bertanggung jawab penuh atas pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan baik materil 

maupun inmaterial termasuk perawatan kesehatan dan pemberian santunan (Pasal 19 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999). Tanggung jawab perdata adalah tanggung jawab pelaku 

usaha terhadap jasa pengobatan tradisional di dalam memenuhi janjinya kepada konsumen untuk 

memberikan hasil yang terbaik kepada konsumen, tanggung jawab ini berkenaan dengan pemenuhan 

prestasi.   
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Tanggung jawab perdata berdasarkan perbuatan 

melanggar hukum yang diiringi oleh Pasal 1365, Pasal 1366 KUH Perdata Jo Pasal 1367 KUH Perdata 

memberikan penjabaran lebih lanjut yaitu perbuatan melanggar hukum bukan saja disebabkan oleh 

kesalahan melainkan juga karena kelalaian atau ketidak hati-hatian pelaku usaha dalam memberikan jasa 

pengobatan tradisional. Sedangkan apabila dalam suatu proses produksi terhadap produk yang 

dihasilkan ditentukan suatu unsur kesalahan atau kelalaian oleh pelaku usaha maka pelaku usaha 

bertanggung jawab penuh atas pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan baik materil 

maupun inmaterial termasuk perawatan kesehatan dan pemberian santunan (Pasal 19 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999).   

Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh pelaku usaha atas jasa pengobatan 

yang diberikan telah dengan sengaja merugikan konsumen atas kesehatan dan keselamatan konsumen 

terhadap jasa pengobatan tradisional untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tanggung 

jawab pidana tersebut didasarkan pada tanggung jawab jasa pengobatan tradisional yang diberikan tidak 

terdapat atau tidak ditemukan adanya penyimpangan kegiatan yang mengatur mengenai standar mutu, 

kesehatan tubuh dan keamanan jiwa dalam memakai jasa pengobatan tersebut. Dalam hal tersebut 

sebagaimana diatur dalam instrumen hukum pidana yang dimaksud sebagian telah tersedia dalam 

Peraturan Perundang-undangan di Negara kita baik yang terdapat dalam KUH Perdata  maupun di luar 

KUH Perdata dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana pemenuhan tanggung jawab akibat 

pelanggaran kegiatan standarisasi.  Menurut KUH Perdata Pasal 204 menyatakan:   

a. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang/jasa yang 

diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, padahal sifat itu berbahaya itu tidak 

diberi tahu, diancam dengan pidana paling lama 15 tahun.   

b. Jika perbuatan itu membuat orang meninggal, yang bersalah diancam dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.   

Tanggung jawab administrasi merupakan suatu tanggung jawab dimana pemerintah turut serta mengatur 

birokrasi apabila terdapat masalah dalam penerbitan suatu barang/jasa, apabila terdapat dampak negatif 

dari pemakaian barang/jasa tersebut. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan 

tindakan penutupan tempat usaha, pencabutan izin apabila terdapat jasa pengobatan yang melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) 

dan ayat (3) tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ganti rugi di mana yang dimaksud pada 

ayat (1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan 

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dapat 

berupa pengembalian atau pergantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan 

dan pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk 

pemberian ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi maka 

sanksi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000. berdasarkan Pasal 3 huruf (d)  

Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “Perlindungan 

konsumen bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian 

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi”.   
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Teori Due Care   

Teori ini menerangkan tentang kewajiban produsen terhadap konsumen didasarkan pada gagasan bahwa 

produsen dan konsumen tidak saling sejajar dan bahwa kepentingan-kepentingan konsumen sangat 

rentan terhadap tujuan-tujuan produsen yang dalam hal ini mengetahui pengetahuan dan keahlian yang 

tidak dimiliki konsumen. Karena produsen berada dalam posisi yang lebih menguntungkan, mereka 

berkewajiban untuk menjamin bahwa kepentingan-kepentingan konsumen tidak dirugikan oleh produk 

yang mereka tawarkan. Pandangan due care ini juga menyatakan bahwa konsumen harus bergantung 

pada keahlian produsen, maka produsen tidak hanya berkewajiban untuk memberikan produk yang 

sesuai klaim yang dibuatnya, namun juga wajib berhati-hati untuk mencegah orang lain tidak terluka 

oleh produk tersebut sekalipun. Produsen menolak pertanggungjawaban ini bila mereka gagal 

memberikan perhatian yang seharusnya bisa dilakukan dan perlu dilakukan untuk mencegah agar orang 

lain tidak dirugikan oleh penggunaan suatu produk. Jasa pengobatan tradisional memegang peranan 

penting pada teori ini.   

Adapun kelemahan yang didapat dari teori ini adalah tidak adanya metode yang jelas untuk menentukan 

seseorang atau produsen telah memberikan perhatian yang memadai. Kemudian, asumsi bahwa 

produsen mampu menemukan resiko-resiko yang muncul dalam penggunaan sebuah produk sebelum 

konsumen membeli dan menggunakannya. Pada kenyataannya dalam masyarakat dengan inovasi 

teknologi yang tinggi, produk-produk baru yang kerusakannya tidak bisa di deteksi sebelum dipakai 

selama beberapa tahun dan akan terus disalurkan ke pasar. Teori ini menggambarkan bahwa produsen 

adalah pihak yang mengambil keputusan-keputusan penting bagi konsumen, setidaknya dalam kaitannya 

dengan tingkat resiko yang layak diterima konsumen.  

  

Teori Social Cost   

Teori ini menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk dan setiap 

kekurangan yang dialami konsumen dalam memakai barang/jasa tersebut. walaupun teori ini 

menguntungkan untuk konsumen, rupanya sulit mempertahankannya juga. Kritis yang dapat 

diungkapkan sebagai berikut:   

a. Teori social cost tampaknya kurang adil, karena menganggap orang bertanggung jawab atas halhal 

yang tidak diketahui atau tidak bisa dihindarkan.   

b. Membawa kerugian ekonomis, bila teori ini dipraktekkan maka produsen terpaksa harus 

mengambil asuransi terhadap kerugian dan biaya asuransi itu bisa menjadi begitu tinggi, sehingga 

tidak terpikul lagi oleh banyak produsen.   

Adapun tanggung jawab lainnya terhadap konsumen, yaitu:   

a. Kualitas produk, dimaksudkan bahwa produk sesuai dengan yang dijanjikan oleh produsen (melalui 

iklan atau informasi lainnya) dan apa yang secara wajar boleh diharapkan oleh konsumen. 

Konsumen berhak atas produk yang berkualitas, karena konsumen membayar untuk itu. Produsen 

berkewajiban untuk menyampaikan produk yang berkualitas, misalnya produk yang tidak 

kadaluwarsa (bila ada batas waktu seperti obat-obatan atau makanan).   

b. Harga, dimaksudkan harga yang adil merupakan sebuah topik etika yang sudah tua. Karena itu, 

masalah harga pun menjadi suatu kenyataan ekonomis sangat kompleks yang ditentukan oleh 

banyak faktor sekaligus, namun masalah ini diakui mempunyai implikasi etis yang penting. Harga 

merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, ditambah tentu laba yang 

wajar. Dalam sistem ekonomi yang bebas, sepintas lalu rupanya harga yang adil adalah hasil akhir 
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dari perkembangan daya-daya pasar. Kesan 

spontan adalah harga yang adil dihasilkan oleh tawarmenawar sebagaimana dilakukan di pasar 

tradisional, dimana konsumen sampai pada maksimum harga yang mau konsumen pasang. 

Transaksi terjadi bila maksimum dan minimum itu bertemu. Dalam hal ini mereka dipengaruhi oleh 

para konsumen dan produsen lain dan harga yang mau mereka bayar. Jika produsen menawarkan 

barangnya dengan harga lebih murah, tentu saja konsumen akan pindah ke tempat itu. Harga bisa 

dianggap adil karena disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembentukannya.   

c. Pengemasan dan pemberian label, dimaksudkan pengemasan produk dan label yang ditempelkan 

pada produk merupakan aspek bisnis yang semakin penting. Selain bertujuan melindungi produk 

dan memungkinkan mempergunakan produk dengan mudah, kemasan berfungsi juga untuk 

mempromosikan produk, terutama di era toko swalayan sekarang. Pengemasan dan label dapat 

menimbulkan juga masalah etis, tuntutan etis yang pertama ialah informasi yang disebut pada 

kemasan benar. Kemudian tuntutan lain yang diperoleh dari pengemasan ini adalah tidak boleh 

menyesatkan konsumen.  

  

KESIMPULAN  

Pelaksanaan perlindungan konsumen atas hak konsumen jasa pengobatan tradisional Di Kota Serang 

belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini karena sering kali konsumen tidak mendapatkan kepastian 

hukum dan keterbukaan terhadap informasi serta akses untuk mendapatkan pertanggung jawaban 

terhadap jasa pengobatan tradisional. Kemudian dalam hal ketentuan ini pelaku masih belum bisa 

bertanggung jawab atas hak yang seharusnya didapat oleh konsumen. Upaya yang dapat ditempuh dalam 

memberikan perlindungan konsumen terhadap hak konsumen  jasa pengobatan tradisional adalah pelaku 

usaha harus lebih memperhatikan hak-hak konsumen serta memberikan memberikan informasi yang 

jelas, jujur dan benar mengenai jasa pengobatan tradisional. Hendaknya konsumen dalam memilih jasa 

pengobatan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan cara melihat Surat Izin Pengobatan 

Tradisional (SIPT) yang dimiliki jasa pengobatan tersebut dan jaminan mutu barang/jasa. Pemberian 

sanksi harus lebih dipertegas terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan 

perundang-undangan. Cara lain yang dapat ditempuh melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan 

hukum.   

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap hak konsumen jasa pengobatan tradisional Di Kota Serang 

dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tanggung 

jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen pada umumnya memberikan ganti rugi atas 

kerusakan pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemberian 

uang, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa beban 

pembuktian mengenai kesalahan telah dibebankan kepada pihak pelaku usaha, namun hal tersebut tidak 

mempermudah konsumen dalam mengajukan gugatan hukum kepada pelaku usaha dalam proses 

peradilan. Dengan demikian, pelaku usaha harus memenuhi hak-hak konsumen agar terlaksananya 

tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri.  
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